BAB IV
PENUTUP

. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan

yaitu sebagai berikut :

1.

Di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria hapusnya hak milik tanah terdapat
dalam rumusan Pasal 27 yakni: a) Karena pencabutan hak sesuai
dengan Pasal 18, b) Penyerahan sukerela, ¢) Karena ditelantarkan, d)
Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2), e)
Tanahnya musnah

Menurut hukum Islam hapusnya hak milik tanah apabila
ditelantarkan selama tiga tahun berturut-turut. Negara akan
mengambil alih tanah itu lalu diberikan kepada orang lain yang dapat
mengelolahnya. Selain itu hapusnya hak milik tanah bisa disebabkan
karena pencabutan hak untuk kepentingan umum (al-maslahah al-

ammah) dengan cara membayar ganti kerugian.

. Saran
1.

Kepada pihak Badan Pertanahan Nasional perlu memberikan
sosialiasi kepada masyarakat mengenai aturan tentang hapusnya hak
milik atas tanah menurut hukum agraria Indonesia. Sehingga
masyarakat dapat mengelola tanahnya dengan optimal dan terhindar
dari penelantaran tanah. Selain itu perlu dibuat aturan yang pasti
mengenai batas waktu dari penelantaran tanah di dalam hukum
agraria di Indonesia.

Untuk para akademisi agar dapat mempelajari lebih lanjut mengenai
ihya al-mawat supaya nantinya dapat membantu memberikan

edukasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya tanah dalam
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kehidupan sehingga masyarakat dapat mempergunakan tanahnya
dengan sebaik mungkin dan nantinya bisa bermanfaat bagi dirinya

ataupun orang lain.
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